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ABSTRAK

Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan lembaga yang diberikan kedudukan oleh undang-
undang sebagai lembaga peradilan meskipun mahkamah politik tetap otonom lembaga internal partai.
Undang-undang partai politik mengamanatkan perselisihan partai politik terlebih dahulu melalui
mekanisme intern partai berdasarkan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART).
Mahkamah partai meraba-raba kewenangan yang dimilikinya, serta belum adanya pengaturan dan
kerancuan beberapa pasal sehingga menyebabkan putusan mahkamah partai  belum dapat
dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif melalui penelitian hukum dengan melihat berbagai aturan hukum, mengkaji bahan-
bahan kepustakaan yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah partai. Adapun
yurisdiksi/kewenangan Mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan
perselisihan internal partai politik. Ruang lingkup yang termasuk kedalam perselisihan internal partai
politik yaitu perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota
partai politik, pemecatan tanpa alasan yng jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban
keuangan, keberatan terhadap keputusan partai politik. Putusan mahkamah partai yang berkenaan
dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat secara internal, baik pengurus maupun anggota
tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan mahkamah partai ke
pengadilan negeri. Pengingkaran terhadap putusan mahkamah partai terkait perselisihan
kepengurusan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.
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